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ABSTRAK 
Kesehatan reproduksi perempuan di masyarakat adat, seperti Kabupaten Asmat, dipengaruhi oleh 

budaya lokal yang kental dan sistem patriarkal yang mendominasi. Faktor kultur ini menyebabkannya 

perempuan memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan reproduksi, yang berimplikasi pada 

risiko komplikasi kehamilan, infeksi menular seksual, dan rendahnya literasi kesehatan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan literature review yang bersifat kualitatif dan deskriptif. Data dikumpulkan 

dari artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen relevan yang dipublikasikan antara tahun 2019 

hingga 2024 melalui basis data internasional seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan ResearchGate. 

Kriteria inklusi meliputi relevansi topik, ketersediaan teks lengkap dan bahasa Indonesia maupun 

Inggris. Hasil menunjukkan bahwa budaya patriarkal menempatkan laki-laki sebagai pengambil 

keputusan utama, sementara perempuan cenderung subordinatif dalam hal kesehatan reproduksi. Praktik 

menikah dini dan kepercayaan terhadap pengobatan tradisional memperparah hambatan akses layanan 

kesehatan. Selain itu, rendahnya literasi kesehatan reproduksi dan tabu budaya tentang seksualitas 

memperkuat risiko tersebut. Pendekatan berbasis budaya yang melibatkan tokoh adat dan memperbaiki 

infrastruktur layanan kesehatan sangat penting untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan 

reproduksi di masyarakat adat Asmat. Pengaruh praktik sosial budaya dan sistem patriarkal menjadi 

hambatan utama dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan di Asmat.  

 

Kata kunci : asmat, budaya patriarkal, kesehatan reproduksi, praktik adat 

 

ABSTRACT 
Women’s reproductive health in Indigenous communities, such as Asmat Regency, is strongly influenced 

by deeply rooted local cultural norms and a dominant patriarchal system. These cultural dynamics limit 

women's access to reproductive health services, contributing to increased risks of pregnancy 

complications, sexually transmitted infections, and poor health literacy. This study employs a qualitative 

and descriptive literature review approach. Data were collected from scholarly articles, research 

reports, and relevant documents published between 2019 and 2024, accessed through international 

academic databases such as Google Scholar, ScienceDirect, and ResearchGate. The inclusion criteria 

focused on topic relevance, availability of full-text documents, and publications in either Bahasa 

Indonesia or English. The findings reveal that patriarchal norms place men as the dominant decision-

makers, while women are often relegated to subordinate roles, especially in reproductive health matters. 

Early marriage practices and reliance on traditional healing further intensify the barriers to accessing 

formal healthcare services. Additionally, limited reproductive health literacy and persistent cultural 

taboos surrounding sexuality compound the existing risks faced by Indigenous women. To address these 

challenges, a culturally responsive approach is essential one that involves customary leaders and 

improves local health infrastructure. Such strategies are crucial for enhancing both access to and the 

quality of reproductive health services in the Asmat community. The findings suggest that social and 

cultural practices, coupled with entrenched patriarchal systems, remain major obstacles to fulfilling 

women's reproductive health rights in Asmat.  

 

Keywords : asmat, patriarchal culture, reproductive health, traditional practices 

 

PENDAHULUAN 

 

Kesehatan reproduksi merupakan bagian integral dari derajat kesehatan individu, 

khususnya perempuan, karena secara langsung berkaitan dengan kualitas hidup, kesejahteraan 
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keluarga, dan pembangunan sosial. Di wilayah Papua, khususnya Kabupaten Asmat, tantangan 

dalam pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya disebabkan oleh 

keterbatasan infrastruktur dan akses layanan kesehatan, melainkan juga oleh faktor sosial 

budaya yang kompleks dan mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat adat (Laksono et al., 

2022; Silaen et al., 2025). Struktur sosial masyarakat Asmat masih ditandai oleh dominasi nilai-

nilai patriarkal, di mana posisi perempuan cenderung subordinatif dalam pengambilan 

keputusan, termasuk dalam hal kesehatan reproduksi. Perempuan sering kali tidak memiliki 

otonomi atas tubuhnya sendiri, dan keputusan terkait penggunaan kontrasepsi, penanganan 

kehamilan, atau akses terhadap fasilitas kesehatan sering ditentukan oleh suami atau keluarga 

besar (Samderubun & Izdiha, 2023). Praktik pernikahan usia dini, rendahnya pengetahuan 

tentang hak-hak reproduktif, serta persepsi tabu terhadap isu-isu seksual menjadi faktor yang 

memperparah risiko kesehatan reproduksi perempuan (Adinda Nisaa & Arifah, 2019). 

Kepercayaan terhadap pengobatan tradisional dan tokoh penyembuh lokal masih sangat 

kuat di masyarakat Asmat. Banyak perempuan lebih memilih menggunakan jasa dukun 

kampung atau tabib tradisional dibandingkan mengakses layanan kesehatan modern, bukan 

semata-mata karena persoalan aksesibilitas, melainkan karena faktor kedekatan emosional dan 

kesesuaian nilai budaya (Putri et al., 2023). Hal ini menuntut adanya pendekatan pelayanan 

kesehatan yang responsif terhadap konteks lokal dan menghormati praktik budaya yang masih 

hidup di tengah masyarakat (Pasaribu, 2025). Studi Pranata et al. (2021) juga menunjukkan 

bahwa beberapa praktik budaya yang berkembang justru berpotensi membahayakan kesehatan 

reproduksi perempuan. Praktik “daun bungkus”, misalnya, merupakan simbol dominasi 

maskulinitas yang dapat memperburuk relasi gender dan meningkatkan kerentanan perempuan 

terhadap risiko kesehatan seksual dan reproduktif. Pendekatan layanan kesehatan yang tidak 

sensitif terhadap budaya berisiko menimbulkan resistensi dari masyarakat, yang pada akhirnya 

menghambat efektivitas program kesehatan yang dijalankan (Dwiputrianti et al., 2025). 

Literatur terbaru menunjukkan bahwa pelibatan tokoh adat, pemuka agama, dan 

masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan dapat meningkatkan 

penerimaan dan efektivitas intervensi. Pendekatan partisipatif yang mengedepankan sensitivitas 

budaya terbukti mampu menjembatani kesenjangan antara sistem kesehatan modern dan nilai-

nilai komunitas adat (Kurniawan & Dewi, 2015; Ningsih et al., 2021). Pelibatan tokoh adat, 

pemuka agama, serta masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan 

memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan dan efektivitas intervensi. Pendekatan 

ini membangun kepercayaan dan rasa kepemilikan, yang berkontribusi pada keberlanjutan 

program. Sebagai contoh, partisipasi tokoh masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan 

kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pengendalian penyakit seperti tuberkulosis di 

tingkat komunitas (Yuniar, 2022).  

Demikian pula, edukasi kesehatan berbasis komunitas yang melibatkan pemuka adat dan 

agama lebih mudah diterima, karena sejalan dengan norma budaya lokal (Suprapto, 2022). 

Helmi & Muthohharoh (2024) menegaskan bahwa sistem kesehatan berbasis masyarakat yang 

sensitif terhadap nilai lokal terbukti mempercepat respons komunitas dalam menghadapi 

kondisi darurat. Sementara itu, sensitivitas budaya juga menjadi indikator kunci dalam 

pelayanan keperawatan, terutama pada populasi rentan (Suprapto, 2022). Keterlibatan aktor-

aktor sosial ini juga memperkuat efektivitas program pemerintah di wilayah adat, khususnya 

dalam konteks konflik atau resistensi sosial (Samudro & Global Akademia, 2024). Dalam 

kerangka evaluasi kebijakan publik, partisipasi lokal melalui pendekatan budaya mampu 

mengatasi hambatan struktural dan meningkatkan legitimasi sosial dari program yang 

dijalankan (Dwiputrianti et al., 2025). Setyawan et al. (2022) juga menekankan pendekatan 

ABCD (Asset-Based Community Development) yang menempatkan aktor lokal sebagai aset 

dalam perencanaan kesehatan, bukan sebagai objek intervensi. Pendekatan seperti ini selaras 

dengan nilai gotong royong dan solidaritas lokal, yang merupakan modal sosial penting dalam 
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keberhasilan program (Subair et al., 2025). Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa 

tanpa integrasi budaya lokal dalam desain program, efektivitas intervensi kesehatan di 

komunitas adat sulit tercapai (Situmorang et al., 2022). 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh 

praktik sosial budaya terhadap risiko kesehatan reproduksi perempuan di Kabupaten Asmat 

melalui pendekatan literature review. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

mendalam mengenai faktor-faktor sosial budaya yang memengaruhi akses dan pemanfaatan 

layanan kesehatan reproduksi perempuan, serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk 

pengembangan kebijakan kesehatan yang inklusif, berbasis kearifan lokal, dan berkelanjutan. 

 

METODE 
 

Penelitian ini merupakan studi literature review yang dirancang untuk mengkaji pengaruh 

praktik sosial budaya terhadap risiko kesehatan reproduksi perempuan di Kabupaten Asmat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan desain analisis tematik, 

yang bertujuan untuk menyintesis berbagai temuan ilmiah dalam kurun waktu 2014 hingga 

2024. Fokus utama kajian ini adalah untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai 

keterkaitan antara budaya lokal dan kesehatan reproduksi perempuan di wilayah tersebut. 

Penelitian ini tidak dilakukan di lokasi fisik tertentu, melainkan berbasis pada studi pustaka 

yang sumber datanya diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan laporan penelitian.  

Literatur yang dianalisis diakses melalui berbagai basis data akademik seperti Google Scholar, 

ScienceDirect, dan ResearchGate. Artikel yang dipilih memenuhi beberapa kriteria inklusi, 

yaitu: relevan dengan topik penelitian, diterbitkan dalam rentang waktu 2014–2024, tersedia 

dalam teks lengkap, serta ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Proses seleksi literatur 

dilakukan secara bertahap, dimulai dari penapisan judul, membaca abstrak, hingga menelaah 

isi artikel secara menyeluruh. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian mencakup frasa 

seperti “kesehatan reproduksi perempuan Papua”, “budaya Asmat”, dan “praktik sosial budaya 

dan kesehatan perempuan”. 

Proses analisis data dilakukan secara tematik-kualitatif, dengan mengelompokkan hasil 

kajian ke dalam beberapa tema utama, antara lain: ketimpangan gender, akses terhadap layanan 

kesehatan, peran tokoh adat, serta pendekatan budaya dalam program kesehatan. Penelitian ini 

tidak melibatkan partisipan manusia secara langsung dan hanya menggunakan data sekunder 

dari publikasi yang tersedia secara publik, sehingga tidak memerlukan uji etik formal. Namun 

demikian, peneliti tetap menjaga prinsip etika akademik, seperti penggunaan kutipan yang 

benar dan penghormatan terhadap hak cipta. Keterbatasan utama dalam penelitian ini terletak 

pada ketergantungannya terhadap ketersediaan data sekunder, serta terbatasnya jumlah studi 

yang secara khusus membahas konteks masyarakat Asmat secara mendalam. 

 

HASIL 

 
Tabel 1.  Hasil Pencarian Article 

Peneliti Judul Tujuan Metode Penelitian Hasil 

Samderubun & 

Izdiha (2023) 

Dinamika 

Kedudukan, 

Peran Dan Status 

Perempuan Suku 

Asmat 

Pendekatan 

Arena Kultural 

Pierre Bourdieu 

Menganalisis posisi 

dan relasi gender 

perempuan Asmat 

dalam struktur sosial 

adat 

Kualitatif - pendekatan 

Bourdieu 

Posisi perempuan 

dipengaruhi oleh arena 

kultural adat yang 

membatasi akses pada 

kesehatan reproduksi 

Pranata et al. 

(2021) 

Daun Bungkus 

dan Hegemoni 

Mengkaji praktik 

budaya seksual dan 

Etnografi Praktik “daun bungkus” 

memperkuat dominasi 
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Kaum Laki-laki: 

Riset Etnografi di 

Masyarakat 

Irarutu, Papua 

Barat 

dominasi patriarki di 

Papua Barat 

laki-laki dan 

menimbulkan risiko 

kesehatan seksual 

perempuan. 

Kurniawan & 

Dewi (2015) 

Pelibatan Laki-

laki dalam isu 

kesehatan 

reproduksi 

perempuan 

Mendorong peran 

laki-laki dalam isu 

reproduksi di Papua 

Studi literatur dan 

wawancara 

Laki-laki memiliki 

posisi sosial penting 

dalam keputusan 

kesehatan perempuan, 

partisipasi mereka 

sangat strategis 

Putri et al. 

(2023) 

Edukasi 

Kesehatan 

Reproduksi 

Remaja Pada 

Siswa dan Siswi 

SMPN 2 Sentani 

Kabupaten 

Jayapura Tahun 

2023 

Memberikan 

edukasi kesehatan 

reproduksi untuk 

remaja di Papua 

Edukasi lapangan Pengetahuan remaja 

tentang sistem 

reproduksi sangat 

minim; edukasi berbasis 

konteks lokal terbukti 

efektif 

Ningsih et al. 

(2021) 

Citra Perempuan 

Asmat Dalam 

Roman Namaku 

Teweraut Karya 

Ani 

Sekarningsih: 

Kajian Sastra 

Feminis 

Mengkaji citra dan 

simbolisasi 

perempuan Asmat 

dalam karya sastra 

Sastra Feminis Representasi 

perempuan Asmat 

sangat dipengaruhi 

norma budaya; 

memperkuat 

subordinasi dan 

kerentanan reproduksi 

Simangunsong 

(2019) 

Pencapaian 

Perkembangan 

Milenium 

Development 

Goals (Mdgs) Di 

Kabupaten 

Asmat 

Menilai capaian 

kesehatan termasuk 

kesehatan 

reproduksi di Asmat 

Deskriptif kuantitatif Kesehatan ibu dan anak 

masih rendah, 

dipengaruhi oleh 

budaya dan minimnya 

literasi kesehatan 

 

Berdasarkan hasil penelusuran artikel pada tabel 1, praktik sosial dan budaya terbukti 

memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko kesehatan reproduksi perempuan di Papua, 

khususnya di Kabupaten Asmat. Posisi perempuan dalam struktur adat yang patriarki 

membatasi akses terhadap layanan kesehatan dan memperkuat ketergantungan pada norma 

budaya. Praktik seperti “daun bungkus” memperlihatkan bagaimana dominasi laki-laki dalam 

relasi seksual dapat membahayakan kesehatan perempuan. Pentingnya pelibatan laki-laki 

dalam isu kesehatan reproduksi, mengingat pengaruh besar mereka dalam pengambilan 

keputusan domestik. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi masih sangat rendah, 

sehingga edukasi yang relevan secara budaya menjadi kunci. Kesehatan ibu dan anak di Asmat 

masih rendah, dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur dan minimnya literasi kesehatan. 

Secara keseluruhan, pendekatan yang sensitif budaya dan berbasis komunitas sangat diperlukan 

untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan di wilayah 

adat seperti Asmat. 

 

PEMBAHASAN 

 

Struktur Sosial dan Subordinasi Perempuan Dalam Budaya Asmat 

Struktur sosial masyarakat Asmat menunjukkan pola yang sangat patriarkal, di mana relasi 

kuasa dalam ranah domestik maupun publik secara dominan dikuasai oleh laki-laki. 

Konfigurasi sosial ini bukan hanya membentuk hierarki kekuasaan, tetapi juga menstrukturkan 
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norma-norma budaya yang menetapkan peran dan posisi perempuan secara kaku dalam sistem 

sosial. Dalam konteks ini, perempuan secara umum diposisikan sebagai subjek yang harus 

tunduk pada nilai-nilai adat dan peran domestik yang telah ditentukan, seperti mengurus rumah 

tangga, melayani suami, dan melahirkan anak (Samderubun & Izdiha, 2023). Posisi subordinat 

ini semakin nyata dalam aspek kesehatan reproduksi. Perempuan Asmat memiliki ruang 

terbatas untuk menentukan pilihan atas tubuh mereka sendiri, termasuk dalam hal penggunaan 

kontrasepsi, pengambilan keputusan terkait kehamilan, hingga akses terhadap layanan 

kesehatan. Budaya lokal cenderung menganggap tubuh perempuan sebagai bagian dari tatanan 

sosial yang harus dikontrol demi menjaga kehormatan komunitas. Representasi budaya ini 

menempatkan perempuan bukan sebagai individu otonom, melainkan sebagai simbol moral dan 

kehormatan yang harus dijaga (Ningsih et al., 2021).  

Dalam kerangka Pierre Bourdieu, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk habitus kultural 

yang mewariskan dan mereproduksi ketimpangan gender secara sistemik. Penelitian terdahulu 

mendukung bahwa dalam masyarakat patriarkal, perempuan sering kali dikonstruksi melalui 

peran tradisional sebagai ibu dan istri, yang secara tidak langsung mereduksi identitas mereka 

sebagai individu dengan hak-hak personal, termasuk hak kesehatan (Yang & Chen, 2007). 

Dalam kerangka ini, kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan sering kali diabaikan, atau 

hanya dianggap penting sejauh mendukung fungsi mereka dalam menjaga keturunan atau 

melayani suami. Ideologi budaya yang melanggengkan dominasi laki-laki menciptakan 

hambatan struktural yang signifikan terhadap akses perempuan pada informasi, pendidikan 

kesehatan, dan pelayanan reproduktif (Stopler, 2008). 

Kontrol atas seksualitas dan hak reproduksi perempuan sering dilegitimasi melalui norma 

budaya yang menekankan nilai “kehormatan”. Dalam konteks ini, membicarakan kesehatan 

seksual dan reproduksi secara terbuka dianggap tabu, bahkan bisa menurunkan status sosial 

seorang perempuan. Akibatnya, perempuan cenderung tidak memiliki agency dalam keputusan 

reproduktif mereka, yang menyebabkan tingginya angka kehamilan berisiko, pernikahan usia 

dini, dan keterlambatan penanganan komplikasi kehamilan (Ramona et al., 2023; Sev’er, 2005). 

Struktur dominasi ini bukan tanpa tantangan. Dalam beberapa kasus, perempuan pribumi di 

Papua dan wilayah adat lainnya mulai menunjukkan bentuk-bentuk perlawanan terhadap 

norma-norma patriarkal yang mengekang mereka. Perlawanan ini dapat berbentuk advokasi 

komunitas, keterlibatan dalam program kesehatan, hingga redefinisi peran perempuan dalam 

masyarakat.  

Aura Cumes (2012) menyebut bentuk perlawanan ini sebagai bagian dari gerakan 

transformasi sosial dari dalam, yang memperlihatkan bahwa perempuan memiliki potensi untuk 

menjadi agen perubahan dalam sistem yang membatasi mereka. Relasi kuasa dalam budaya 

Asmat tidak dapat dilepaskan dari dimensi simbolik dan struktural. Dominasi laki-laki tidak 

hanya beroperasi dalam ranah fisik, tetapi juga melalui produksi makna yang dilegitimasi oleh 

adat. Dalam konteks ini, intervensi kesehatan tidak cukup hanya bersifat medis, melainkan 

harus menyasar pada transformasi nilai-nilai kultural dan pemberdayaan perempuan sebagai 

aktor sosial yang utuh dan berdaya. Upaya ini menuntut pendekatan interdisipliner yang 

menggabungkan perspektif antropologi, kesehatan masyarakat, dan studi gender. 

 

Praktik Budaya yang Meningkatkan Risiko Kesehatan Reproduksi 

Budaya merupakan salah satu determinan penting dalam membentuk perilaku dan 

keputusan terkait kesehatan, termasuk kesehatan seksual dan reproduktif. Meskipun praktik 

budaya sering kali dijunjung tinggi sebagai bagian dari identitas kolektif dan warisan leluhur, 

dalam konteks tertentu, beberapa praktik justru dapat menciptakan kerentanan struktural 

terhadap kesehatan perempuan. Dalam masyarakat adat seperti di Papua Barat, praktik seperti 

“daun bungkus” sebagaimana diungkap oleh Pranata et al. (2021) menjadi simbol nyata 

bagaimana nilai budaya dapat memperkuat relasi kuasa yang timpang dan meningkatkan risiko 
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kesehatan reproduksi perempuan. Praktik “daun bungkus”, yang dilakukan oleh laki-laki 

dengan tujuan meningkatkan daya tarik seksual atau pengaruh dalam hubungan, tidak hanya 

memperkuat dominasi gender, tetapi juga secara simbolik mencerminkan kontrol laki-laki atas 

tubuh perempuan. Praktik ini berlangsung dalam struktur sosial yang tidak memberikan ruang 

bagi perempuan untuk menegosiasikan hak atas tubuh mereka sendiri. Hal ini menjadi bentuk 

nyata dari ketimpangan gender yang membatasi otonomi perempuan dalam mengambil 

keputusan terkait seksualitas dan reproduksi mereka (Maluleke, 2017). Akibatnya, perempuan 

lebih rentan terhadap kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual (IMS), serta 

berbagai bentuk kekerasan seksual yang dilanggengkan melalui pembenaran budaya. 

Norma budaya yang melekat sering kali mencegah perempuan untuk mengekspresikan 

kebutuhan mereka atas seks yang aman dan setara. Dalam berbagai komunitas adat, seks masih 

dianggap sebagai kewajiban perempuan kepada pasangan, bukan sebagai aktivitas yang 

memerlukan persetujuan dan kesepakatan bersama. Madiba & Ngwenya (2017) mencatat 

bahwa perempuan yang tidak memiliki kuasa dalam menentukan hubungan seksual juga lebih 

sedikit mendapat akses terhadap kontrasepsi dan informasi kesehatan reproduksi yang akurat, 

sehingga memperparah siklus kerentanan. Aspek kerentanan struktural ini diperkuat oleh sistem 

patriarki yang mendominasi relasi sosial di banyak komunitas adat. Seperti dijelaskan oleh 

Saptandari (2018), sistem ini tidak hanya mendikte peran perempuan di ruang domestik, tetapi 

juga membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Ketimpangan ini 

diperparah oleh tabu yang mengelilingi isu-isu seperti menstruasi, seksualitas, dan kehamilan, 

yang menyebabkan banyak perempuan mengalami kebingungan dan minim pengetahuan terkait 

kondisi tubuh mereka sendiri (Metusela et al., 2017). 

Kondisi serupa juga tercermin dalam studi Matogo (2011) tentang komunitas Maasai di 

Afrika Timur, di mana perempuan muda tidak memiliki ruang untuk menegosiasikan praktik 

seks yang aman, sehingga menyebabkan tingginya angka infeksi HIV dan IMS. Studi ini 

relevan untuk dibandingkan dengan konteks Papua, karena menunjukkan bahwa keterbatasan 

perempuan dalam menentukan keputusan kesehatan bukanlah masalah individual, melainkan 

akibat dari sistem nilai dan norma sosial yang membatasi ruang kontrol atas tubuh. Penting 

untuk dicatat bahwa tidak semua praktik budaya bersifat menghambat. Beberapa nilai lokal 

justru dapat menjadi landasan bagi dukungan sosial dan ketahanan komunitas. Ketika praktik 

budaya diselaraskan dengan prinsip hak asasi manusia dan pemberdayaan perempuan, budaya 

dapat berperan sebagai penguat partisipasi dan agen perubahan. Pendekatan intervensi yang 

sensitif budaya harus dapat membedakan antara nilai-nilai yang konstruktif dan yang 

mengekang, serta mendorong transformasi dari dalam komunitas itu sendiri. Program-program 

kesehatan reproduksi perlu dirancang tidak sekadar berdasarkan pendekatan medis, tetapi juga 

mempertimbangkan dimensi budaya dan relasi kuasa yang berlangsung di dalam masyarakat. 

Kolaborasi dengan tokoh adat, pendidik lokal, dan perempuan sebagai agen perubahan sangat 

diperlukan untuk menciptakan intervensi yang bukan hanya efektif, tetapi juga diterima secara 

sosial dan berkelanjutan. 

 

Peran Strategis Laki-laki Dalam Isu Kesehatan Reproduksi 

Dalam masyarakat dengan struktur sosial yang berorientasi kolektif seperti Papua, relasi 

gender dalam keluarga dan komunitas memainkan peran penting dalam penentuan akses 

terhadap layanan kesehatan, termasuk dalam bidang kesehatan reproduksi. Salah satu ciri utama 

dari struktur ini adalah dominasi peran laki-laki sebagai pengambil keputusan dalam rumah 

tangga, termasuk dalam urusan kesehatan istri dan anak. Hal ini menjadikan keterlibatan laki-

laki sebagai aktor kunci dalam keberhasilan berbagai intervensi kesehatan reproduksi 

(Kurniawan & Dewi, 2015). Keterlibatan laki-laki dalam isu kesehatan reproduksi bukan hanya 

bersifat pelengkap, melainkan memiliki nilai strategis dalam memperluas akses perempuan 

terhadap layanan dan informasi kesehatan. Dalam banyak kasus, keputusan untuk 
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menggunakan kontrasepsi, mengakses pemeriksaan kehamilan, atau bahkan melahirkan di 

fasilitas kesehatan masih memerlukan persetujuan dari pihak suami. Seperti dikemukakan oleh 

(W. Dungumaro, 2019), otoritas laki-laki dalam pengambilan keputusan secara langsung 

memengaruhi capaian program keluarga berencana dan pemanfaatan layanan kesehatan ibu dan 

anak. 

Studi oleh Kura et al. (2013) juga menunjukkan bahwa meningkatnya keterlibatan laki-laki 

berkorelasi positif dengan meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan reproduksi oleh 

perempuan. Laki-laki yang teredukasi tentang pentingnya perawatan antenatal, kontrasepsi, dan 

peran ayah dalam reproduksi cenderung lebih mendukung pasangan mereka dalam mengakses 

layanan. Hal ini berdampak pada peningkatan keselamatan kehamilan, penurunan angka 

kematian ibu, dan peningkatan kesejahteraan anak. Berbagai hambatan struktural dan kultural 

masih menghalangi keterlibatan laki-laki dalam bidang ini. Salah satu hambatan utama adalah 

konstruksi sosial mengenai peran gender, yang memposisikan kesehatan reproduksi sebagai 

urusan perempuan semata. Sebagian besar laki-laki merasa tidak relevan untuk terlibat dalam 

proses ini karena dianggap melanggar norma maskulinitas atau bertentangan dengan nilai adat 

(Hull, 2000; Kura et al., 2013). Selain itu, banyak laki-laki juga mengalami keterbatasan 

informasi tentang layanan kesehatan reproduksi, yang membuat mereka tidak mampu 

mendukung pasangan secara efektif. 

Perlu dikembangkan strategi yang mendorong partisipasi aktif laki-laki dalam isu ini. 

Lamsal et al. (2024) menekankan pentingnya pendidikan dan kampanye advokasi yang secara 

khusus menyasar laki-laki, dengan pendekatan yang sesuai dengan konteks budaya lokal. 

Pendidikan ini harus tidak hanya menyampaikan informasi medis, tetapi juga membongkar 

norma-norma sosial yang membatasi peran laki-laki dan perempuan dalam pengambilan 

keputusan reproduktif. Sementara itu, Davis et al. (2016) menekankan pentingnya dukungan 

kebijakan, seperti penciptaan program layanan kesehatan reproduksi ramah laki-laki, subsidi 

layanan, dan regulasi yang mendorong kesetaraan gender dalam pelayanan publik. Keterlibatan 

laki-laki tidak boleh dijadikan alasan untuk menomorduakan otonomi perempuan. Intervensi 

yang berhasil harus menjaga keseimbangan antara pemberdayaan perempuan dan keterlibatan 

laki-laki, serta memastikan bahwa keputusan reproduktif tetap berada dalam kendali perempuan 

sebagai pemilik tubuh. Pendekatan berbasis kesetaraan ini memungkinkan terciptanya 

dinamika yang adil dan berkelanjutan dalam pengambilan keputusan keluarga. Keterlibatan 

laki-laki dalam isu kesehatan reproduksi di masyarakat adat seperti Papua adalah komponen 

penting dalam upaya meningkatkan akses layanan dan menurunkan risiko kesehatan. Strategi 

berbasis budaya, edukatif, dan berbasis kebijakan perlu dikembangkan secara kolaboratif untuk 

menciptakan perubahan struktural yang mendukung kesetaraan dan kesehatan reproduktif yang 

menyeluruh. 

 

Rendahnya Literasi Kesehatan Reproduksi di Kalangan Remaja 

Literasi kesehatan reproduksi merupakan aspek esensial dalam mendukung perkembangan 

remaja yang sehat secara fisik, emosional, dan sosial. Di Papua, terutama di wilayah-wilayah 

terpencil seperti Kabupaten Asmat, literasi ini masih tergolong rendah, khususnya di kalangan 

remaja. Minimnya akses terhadap informasi, pendidikan kesehatan yang tidak merata, serta 

pengaruh kuat nilai-nilai budaya lokal yang tabu terhadap isu reproduksi, menjadi hambatan 

utama dalam membangun pemahaman yang sehat tentang tubuh dan seksualitas. Putri et al. 

(2023), dalam studi mereka di SMPN 2 Sentani, menunjukkan bahwa remaja memiliki 

pengetahuan yang sangat terbatas mengenai sistem reproduksi, kontrasepsi, serta risiko infeksi 

menular seksual (IMS). Kurangnya pendidikan formal yang komprehensif menjadi salah satu 

penyebab utama, di mana materi kesehatan reproduksi sering kali tidak diberikan secara 

terstruktur, atau bahkan dihindari karena dianggap sensitif dan tidak sesuai dengan nilai-nilai 

lokal. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ketidaktahuan, tetapi juga berkontribusi pada 
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praktik berisiko di kalangan remaja. Hasdiana & Barkah (2024) melaporkan bahwa sekitar 

64,4% anak perempuan Indonesia berusia 10–19 tahun pernah mengalami kehamilan, sebagian 

besar karena minimnya informasi yang tepat tentang cara melindungi diri secara reproduktif. 

Studi lain oleh Kurniasih & Komalawati (2022) serta Nurhayati (2023) menunjukkan bahwa 

intervensi pendidikan mampu meningkatkan pemahaman remaja secara signifikan, namun 

tantangannya terletak pada rendahnya kapasitas sekolah dan tenaga pendidik untuk 

menyampaikan materi tersebut secara efektif. Hambatan terbesar justru berasal dari konstruksi 

budaya yang menganggap seksualitas sebagai topik tabu.  

Dalam banyak komunitas adat di Papua, membicarakan tubuh, menstruasi, atau hubungan 

seksual secara terbuka masih dianggap tidak pantas, bahkan di dalam keluarga. Kurniasih & 

Komalawati (2022) mencatat bahwa stigma dan rasa malu membuat banyak remaja enggan 

mencari informasi atau bertanya, sehingga ketidaktahuan menjadi bagian dari siklus berulang. 

Diana Dayaningsih et al. (2023) mempertegas bahwa ketiadaan dialog terbuka dalam ruang 

publik dan keluarga menyebabkan mitos serta informasi keliru terus bertahan dan diwariskan 

secara informal di antara sesama remaja. Kebutuhan akan pendidikan kesehatan reproduksi 

yang komprehensif dan kontekstual menjadi semakin mendesak. Pendidikan ini tidak hanya 

harus menyampaikan aspek biologis dan medis, tetapi juga mengembangkan keterampilan 

pengambilan keputusan, pemahaman tentang relasi sehat, serta kemampuan menolak tekanan 

dalam hubungan seksual. Siti Sumarni & Dewita Rahmatul Amin (2024) menegaskan bahwa 

program pendidikan yang komprehensif secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan 

membentuk sikap remaja terhadap seksualitas yang sehat dan bertanggung jawab. Keberhasilan 

program tersebut sangat bergantung pada dukungan institusional, kurikulum yang inklusif, serta 

pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik. Nurhayati (2023) menyebut bahwa banyak sekolah di 

daerah terpencil kekurangan materi ajar yang relevan dan tidak memiliki pendidik yang cukup 

terlatih dalam isu-isu sensitif seperti kesehatan seksual. 

Potensi resistensi dari masyarakat terhadap pendidikan reproduksi juga tidak dapat 

diabaikan. Penolakan terhadap inisiatif semacam ini seringkali didasari kekhawatiran bahwa 

pendidikan seksual akan mendorong perilaku menyimpang. Penting untuk mengembangkan 

strategi komunikasi yang efektif dan berbasis budaya agar program kesehatan reproduksi tidak 

hanya diterima secara institusional, tetapi juga diterima oleh masyarakat dan keluarga. 

Rendahnya literasi kesehatan reproduksi di kalangan remaja Papua, termasuk di Asmat, 

merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan terintegrasi. Kolaborasi 

antara sektor pendidikan, kesehatan, tokoh masyarakat, dan keluarga menjadi kunci dalam 

membentuk generasi muda yang sehat, sadar tubuh, dan mampu mengambil keputusan 

reproduktif yang tepat dan aman. 

 

Tantangan Sistemik Dalam Pemenuhan Layanan Kesehatan Reproduksi 

Pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor 

budaya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi struktural yang melekat pada sistem 

pelayanan kesehatan. Di wilayah-wilayah terpencil seperti Kabupaten Asmat, tantangan 

sistemik tersebut tampak dalam bentuk terbatasnya infrastruktur kesehatan, kendala geografis, 

serta rendahnya literasi masyarakat terhadap isu kesehatan reproduksi. Kondisi ini menciptakan 

hambatan ganda yang memperlemah aksesibilitas dan efektivitas intervensi kesehatan, 

khususnya bagi perempuan. Simangunsong (2019) menegaskan bahwa capaian kesehatan ibu 

dan anak di Asmat masih tergolong rendah, bahkan jauh dari target nasional. Hal ini 

dipengaruhi oleh kurangnya fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu, serta tenaga 

medis terlatih. Di banyak distrik, akses terhadap layanan kesehatan dasar memerlukan 

perjalanan berjam-jam melintasi sungai atau hutan, yang tidak hanya menguras waktu dan 

biaya, tetapi juga berdampak pada keterlambatan penanganan kasus-kasus darurat reproduktif 

seperti komplikasi kehamilan atau persalinan. 
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Masalah geografis ini diperkuat oleh temuan dalam laporan The American College of 

Obstetricians and Gynecologists (2024), yang menyatakan bahwa lokasi yang sulit dijangkau 

merupakan salah satu penyebab utama kegagalan distribusi layanan kesehatan reproduksi yang 

merata. Bahkan ketika fasilitas tersedia, keterbatasan logistik seperti minimnya alat medis, 

persediaan obat, serta sarana transportasi menjadi kendala nyata dalam menjamin 

keberlangsungan pelayanan. Selain faktor geografis dan infrastruktur, rendahnya literasi 

kesehatan masyarakat juga berkontribusi pada rendahnya pemanfaatan layanan yang tersedia. 

Banyak perempuan tidak memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan rutin, penggunaan 

kontrasepsi modern, atau tanda-tanda komplikasi reproduktif, yang menyebabkan rendahnya 

tingkat kunjungan ke fasilitas kesehatan (Sajow et al., 2021). Literasi yang rendah ini juga 

berkorelasi dengan kepercayaan yang tinggi terhadap praktik pengobatan tradisional, yang tidak 

selalu selaras dengan prinsip medis modern. 

Faktor budaya turut memperumit tantangan struktural ini. Meskipun budaya lokal memiliki 

potensi sebagai media penguatan identitas dan solidaritas, nilai-nilai budaya yang konservatif 

terkadang menimbulkan resistensi terhadap intervensi kesehatan yang dianggap bertentangan 

dengan norma adat (Murewanhema et al., 2022). Dalam banyak kasus, pendekatan program 

kesehatan tidak cukup mempertimbangkan konteks budaya masyarakat lokal, sehingga 

menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan program dan kebutuhan masyarakat. Penting untuk 

dicatat bahwa nilai budaya tidak semata menjadi penghalang. Ketika diintegrasikan secara bijak 

melalui pendekatan berbasis komunitas, budaya lokal dapat berfungsi sebagai landasan strategis 

untuk memperkuat penerimaan dan keberlanjutan program. Keterlibatan tokoh adat, pemimpin 

agama, serta kelompok perempuan lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat 

menjembatani gap antara sistem kesehatan formal dan keyakinan masyarakat (Murewanhema 

et al., 2022). 

Tantangan sistemik dalam pemenuhan layanan kesehatan reproduksi di Kabupaten Asmat 

bersifat kompleks dan multidimensional. Intervensi yang bersifat sektoral dan teknokratik tanpa 

memperhitungkan konteks lokal terbukti tidak memadai. Oleh karena itu, diperlukan model 

pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kondisi geografis, didukung infrastruktur dasar 

yang memadai, serta didesain dengan pendekatan sensitif budaya. Pendekatan ini bukan hanya 

meningkatkan akses dan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat keberlanjutan intervensi 

melalui partisipasi aktif masyarakat. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan literatur dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa budaya 

patriarkal dan praktik sosial tradisional di masyarakat adat Asmat secara signifikan 

meningkatkan risiko kesehatan reproduksi perempuan. Dominasi laki-laki dalam pengambilan 

keputusan, pernikahan usia dini, dan kepercayaan terhadap pengobatan tradisional menjadi 

faktor utama yang menghambat perempuan dalam mengakses layanan kesehatan yang 

memadai, sehingga memperbesar potensi komplikasi kehamilan dan infeksi. Untuk mengatasi 

tantangan tersebut, pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal, melibatkan tokoh adat, 

serta penguatan infrastruktur dan edukasi yang berbasis budaya sangat diperlukan. Strategi ini 

diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan, 

sekaligus memperkuat pemberdayaan perempuan sebagai aktor aktif dalam perbaikan 

kesehatan masyarakat adat di Asmat. 
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